BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas PD Pasar Dalam
Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa, sudah berjalan dengan baik hal ini
dapat dilihat dengan adanya akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan dan
akuntabilitas finansial. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :
6.1.1 Akuntabilitas Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa model pembagian tugas
dan kerja PD Pasar Oebobo sudah berdasarkan kemampuan masing-masing sub
bidang yaitu bidang umum, bidang keuangan dan bidang teknik yang berada
dibawah pengawasan Direktur, Badan Pengawasan dan Wali Kota Kupang.
Pembagian tugas dalam pengelolaan retribusi pasar sesuai Peraturan Daerah No
32 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang. PD Pasar
Oebobo dalam hal Pelaporan keuangan sudah sangat kredibel yang ditandai
dengan adanya Informasi laporan dan pertanggung jawaban keuangan setiap
kepada Badan Pengawas dalam hal ini Sekretaris Daerah, Asisten Setda Il dan

Kabag Ekonomi serta kepada pedagang dan masyarakat

6.1.2 Akuntabilitas Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PD Pasar Oebobo sudah
sangat profesional dalam menjalankan pelaporan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan secara vertical sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
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Daerah No 32 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang
dimana setiap tahunnya PD Pasar Oebobo melaporkan kinerja pengelolaan
retribusi pasar ke Badan Pengawas dan Walikota Kupang. PD Pasar Oebobo
melalui Walikota Kupang, Badan Pengawas dan Direktur sudah mensosialisasikan
berbagai terkait Tupoksi dan cara penetapan dan pemungutan retribusi pasar
sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Kupang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Tata Kerja PD Pasar Kota Kupang dan Perda Kota Kupang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
6.1.3 Akuntabilitas Finansial

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PD Pasar Oebobo sudah
akuntabel dalam setiap proses pencatatan keuangan yang benar, jelas, informatif,
menyeluruh, ditunjukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsure manipulasi
Hal ini dapat dibuktikkan dengan adanya aplikasi Qris sebagai alternatif transaksi
nontunai dan karcis yang memuat setiap besaran retribusi pasar mulai dari Parkir,
kios, lapak, los dan pelataran
6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan Akuntabilitas pengelolaan
retribusi pasar oebobo kota kupang adalah sebagai berikut :

1. Kepada PD pasar seharusnya memberikan sosialisasi rutin kepada
pedagang mengenai pentingnya dan sangsi yang akan dikenakan jika lalai
atau tidak membayar retribusi

2. Kepada petugas / pegawai kolektor pemungutan jasa pasar agar dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta
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sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga proses pemungutan dapat

berjalan dengan efektif

. Kepada PD pasar harus memperhatikan kesejahtraan kolektor karena hal

ini dapat berpengaruh terhadapat para kolektor pemungutan jasa pasar.
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